BUPATI KETAPANG

PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 13 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KETAPANG NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KETAPANG, |
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri D:alam
Negeri Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan™
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2013, mengatur bahwa biaya penginapan
dibayarkan sesuai dengan biaya riil (at cost),

‘ b. bahwa dalam rangka melaksanakan permendagri

| Nomor 16 Tahun 2013 dan menlngkatkan

' akuntabilitas penggunaan belanja perjalanan dinas

berdasarkan prinsip kebutuhan nyata (at cost), maka

Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2012 tentang

Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang perlu

di lakukan perubahan; g

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di
| maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman
Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Llngkungan
Pemerintahan Kabupaten Ketapang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentuka’n Daerah Tingkat Il di



Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia__
Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang—
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1874 tentang

Pokok-pokok . Kepegawaian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor ¢ 55,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor;169,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3839); '

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republiik Indonesia Tahun ;2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republ:k

Indonesia Nomor 4844); 1

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 te‘ntang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400)

. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun - 2005

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578); |

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011;



-

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2

TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN
DINAS DALAM NEGERI DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG

Pasal |

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Ketapang (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2012 Nomor 2) di ubah
sebagai berikut :

1.

Ketentuan Pasal 4 ayat (1) di ubah dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan..
3 (tiga) ayat, yakni ayat (2a), ayat (2b), dan ayat (2c), sehingga Pasal 4
berbunyi sebagai berikut :

(1) Biaya Perjalanan Dinas keluar daerah Kabupaten Ketapang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang dipertanggungjawabkan berdasarkan
kebutuhan nyata (at cost) yaitu Biaya Transportasi dan Biaya Penginapan.

Pasal 4

' (2) Pertanggungjawaban biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) berupa :

a. Ticket dilampiri dengan Airport Tax dan Boarding Pass, jika menggunakan
transportasi udara

b. Ticket atau bukti pembayaran lainnya yang sah, jika tidak menggunakan
trasportasi udara. '

(2a)Pertanggungjawaban biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan dihitung sebesar hari penugasan
dikurangi 1 (satu) hari.

'(2b)Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel

atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya
penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel dikota tempat
tujuan sesuai dengan ftingkatan pelaksanaan perjalanan dinas dan
dibayarkan secara lumpsum.

~ (2c)Besaran biaya riil transportasi dan penginapan sebagaimana dimaksud pada

ayat 1 (satu) dibayarkan dengan tidak melampaui batas maksimal sesuai
yang tercantum dalam lampiran It dan Lampiran Ill, dan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Biaya perjalanan dinas dalam daerah ke kecamatan dalam wilayah

kabupaten tidak dipertanggungjawabkan secara at cost.

(4) Biaya perjalanan Dinas keluar daerah kabupaten dibayarkan dimuka (panjar)

sebesar 75% dan diperhitungkan kembali sesuai dengan biaya riil yang
digunakan, setelah pejabat yang bersangkutan selesai melaksanakan tugas.



Pasal I
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 10 Juni 2013
BUPATI KETAPANG,
ttd -
HENRIKUS
Diundangkan di Ketapang
pada tanggal 10 Juni 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG,
ttd

ANDI DJAMIRUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2013 NOMOR 13

Salinan sesuali dengan aslinya




